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ABSTRAK

PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN TRANSPARANSI
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan
transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Latar
belakangnya adalah desentralisasi fiskal yang meningkatkan kemandirian daerah
namun juga risiko korupsi, sebagaimana tercermin dari skor CPI Indonesia yang
rendah. Data sekunder dari laporan audit BPK dan keterbukaan informasi dianalisis
menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa hanya temuan
audit yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sementara opini audit
dan transparansi tidak signifikan. Diperlukan pengawasan dan tindak lanjut yang
lebih tegas terhadap temuan audit untuk menekan korupsi.

Kata Kunci: Opini Audit, Temuan Audit, Transparansi, Korupsi, Pemerintah
Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of audit opinion, audit findings, and
transparency on the level of corruption in local governments in Indonesia. The
background of the study is fiscal decentralization, which increases regional
financial independence but also the risk of corruption, as reflected in Indonesia’s
low CPI score. Secondary data from audit reports by the Audit Board of Indonesia
and public information disclosure were analyzed using multiple linear regression.
The results show that only audit findings have a significant effect on the level of
corruption, while audit opinion and transparency are not statistically significant.
Stronger oversight and follow-up actions on audit findings are needed to reduce
corruption.

Keywords: Audit Opinion, Audit Findings, Transparency, Corruption, Local
Government
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BAB |
PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal di Indonesia resmi dimulai pada 2001 melalui UU
No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Sebelumnya, sistem
pemerintahan yang terpusat membatasi keuangan daerah dan mengurangi
kemandirian masyarakat lokal (Syarif, 2023). Menurut Mardiasmo (2018),
tujuan desentralisasi ini adalah mendorong kemandirian keuangan daerah,
meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah proses penyerahan tanggung jawab
keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, mencakup perencanaan,
pengelolaan, dan alokasi anggaran. Agar berjalan efektif, diperlukan tata kelola,
pengawasan, dan akuntabilitas yang baik (Saputra & Setiawan, 2021). Namun,
banyak daerah belum memiliki sistem pengawasan yang kuat, sehingga rawan
penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018). Bahkan, daerah dengan pendapatan
tinggi kerap menyalahgunakan surplus untuk korupsi, bukan layanan publik
(Maria, Halim, & Suwardi, 2021). Akibatnya, muncul masalah seperti
kesenjangan wilayah, layanan publik buruk, lemahnya disiplin fiskal, dan
meningkatnya korupsi daerah (Syarif, 2023).

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan,
pembangunan, dan demokrasi di Indonesia. Sebagai kejahatan yang berkaitan
dengan keuangan negara, korupsi merupakan masalah kompleks dan
menantang (Budiman & Amyar, 2021). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi
(CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari
100, naik 3 poin dari tahun sebelumnya (skor 34), dan menempati peringkat 99

dari 180 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, sementara



peringkat tertinggi diraih Singapura (skor 84) dan terendah Myanmar (skor 16).
Kenaikan ini menunjukkan bahwa meski ada upaya, pemberantasan korupsi

belum menunjukkan hasil yang signifikan.
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Gambar 1. 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi

Selain itu, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023
menunjukkan bahwa terdapat 791 kasus korupsi yang berhasil dipantau di
seluruh Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,3% dibandingkan tahun 2022,
di mana terdapat 686 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai
Rp 25,1 triliun (ICW, 2023)

Hasil pemetaan menunjukkan pegawai pemerintah daerah menjadi
pelaku korupsi terbanyak kedua pada 2023, dengan 419 orang atau 22,9% dari
total kasus. Keterlibatan mereka merusak kepercayaan publik dan menghambat
pembangunan daerah. Data KPK juga mencatat 25 gubernur dan 163
bupati/wali kota ditindak sejak 2004 hingga 2024 (ICW, 2023), menunjukkan
korupsi daerah masih menjadi persoalan serius. Banyaknya pejabat yang terlibat
mencerminkan lemahnya sistem pengawasan keuangan di daerah. Meski
pemerintah telah berupaya memperbaiki tata kelola, tantangan korupsi di
tingkat daerah tetap signifikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Menurut Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah



perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain yang
merugikan keuangan atau perekonomian negara. Meski bentuk-bentuk korupsi
telah diatur, praktiknya di pemerintah daerah terus meningkat, sebagaimana
tercatat oleh ICW dan KPK. Korupsi yang mengakar dalam keuangan negara
mengganggu persaingan, menghambat investasi, dan menurunkan pertumbuhan
ekonomi (Lucey, Kumar, & Sureka, 2023). Negara dengan demokrasi rendah
seperti Indonesia juga merasakan dampak korupsi yang lebih besar, termasuk
pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan distribusi pendapatan yang tidak
merata (Lucey dkk., 2023).

Faktor penyebab korupsi di Indonesia juga berakar pada budaya
masyarakat. Menurut Kuntadi & Suryadi (2023), tingginya tingkat korupsi
dipengaruhi oleh budaya yang cenderung menganggap praktik korupsi sebagai
hal biasa dan bahkan benar karena telah menjadi kebiasaan. Korupsi juga dapat
dipicu oleh adanya monopoli kekuasaan yang dipergunakan untuk membuat
regulasi atau kebijakan untuk mengkondisikan individu/kelompok dalam
mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri atau memunculkan para
pemburu rente (rent seeking) (Safira & Haryanto, 2021). Kombinasi dari faktor-
faktor ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik korupsi tetap

berkembang di berbagai tingkatan pemerintahan daerah.

2. Identifikasi Masalah

Korupsi tetap menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan
negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Meskipun banyak daerah
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hal ini tidak
menjamin bebasnya dari praktik korupsi. Contohnya, Pemkab Bogor mendapat
opini WTP untuk laporan keuangan 2021, namun Bupati Ade Yasin dan
bawahannya terlibat kasus suap kepada auditor BPK sebesar Rp1,9 miliar agar
laporan tetap mendapat WTP, meskipun ada penyimpangan anggaran, termasuk
pada proyek jalan Kandang Roda—Pakansari (Kompas, 2022). Kasus ini
menunjukkan bahwa audit keuangan belum sepenuhnya efektif mencegah

korupsi di daerah.



Kasus Bupati Probolinggo dan suaminya yang terlibat suap jual-beli
jabatan, serta kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang menerima suap
untuk pengangkatan Sekda (Tempo, 2021; Kompas, 2022), mencerminkan
bahwa korupsi di pemerintahan daerah tetap tinggi meskipun ada audit BPK
dan regulasi antikorupsi. Audit BPK tahun 2020 juga menemukan
penyelewengan anggaran lebih dari Rp1,5 triliun di berbagai daerah, termasuk
mark-up pengadaan proyek jalan di Kabupaten Bekasi (BPK, 2020), namun
banyak temuan tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Di Kota Bekasi, mantan
Kepala Dinas PUPR juga ditangkap karena korupsi dalam pengadaan barang
dan jasa. Rendahnya transparansi dalam pengadaan dan pelaporan anggaran
menyebabkan penyimpangan seperti mark-up harga dan pengalihan dana
proyek (Kompas, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa meski pemerintah
daerah memiliki kewenangan lebih besar, lemahnya pengawasan dan
transparansi masih memicu maraknya korupsi.

Untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi yang merugikan
keuangan negara, pemerintah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1), yang
menyatakan bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri."

BPK memiliki kewenangan memberikan opini atas laporan keuangan
pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Undang-undang ini mewajibkan BPK menilai kewajaran penyajian
laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Opini audit
merupakan bagian akhir dari proses audit yang sangat penting, karena
memberikan gambaran tentang kewajaran laporan keuangan dan menjadi
pertimbangan utama bagi pemangku kepentingan dalam menilai keberlanjutan
suatu entitas (Nurhidayah dkk., 2024).



Laporan audit bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran
dan akurasi laporan keuangan entitas negara (Aulia dkk., 2024). Adapun opini
yang dikeluarkan BPK mencakup empat jenis, yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW),
dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer), sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain memberikan opini audit, BPK juga menyampaikan hasil
pemeriksaannya dalam bentuk temuan audit, rekomendasi, dan tindak lanjut
atas laporan keuangan pemerintah (Novita & Shanti, 2021). Temuan audit
berfungsi sebagai indikator untuk menilai pengelolaan keuangan, efektivitas
pengendalian internal, dan efisiensi operasional sesuai standar akuntansi dan
peraturan pelaporan (Furgan dkk., 2020). Hasil pemeriksaan ini juga
mengungkapkan kelemahan dalam laporan keuangan, termasuk manajemen
risiko dan informasi analitis, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat
pengendalian internal (Anderson dkk., 2017, dikutip dalam Imam Panji, 2023).

Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), temuan audit terbagi menjadi dua,
yaitu temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SP1) dan temuan atas
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI
menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang dapat memicu kecurangan,
sementara ketidakpatuhan terhadap regulasi merupakan faktor signifikan dalam
meningkatkan risiko korupsi (Nurfaidah & Novita, 2022).

Di samping itu, transparansi memiliki peran penting dalam
pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. Seiring penerapan otonomi
daerah, tuntutan akuntabilitas terus meningkat, mencerminkan perhatian publik
terhadap keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah
(Warkini dkk., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019,
keterbukaan informasi keuangan bertujuan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan serta mencegah penyelewengan anggaran.

Transparansi tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga

menjadi alat kontrol untuk memastikan dana publik dikelola secara akuntabel



(Cinintya, Gamayuni, & Dharma, 2022). Berdasarkan Peraturan Komisi
Informasi No. 1 Tahun 2010, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan
menilai kinerja pemerintah melalui keterbukaan laporan keuangan.

Indikator transparansi meliputi pengumuman kebijakan anggaran, akses
dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta sistem informasi publik
yang terbuka. Hal ini diperkuat oleh PP No. 12 Tahun 2019 serta penelitian
Iskandar Sam dkk. (2024) dan Lailatul Khikmah & Purwanto (2023) yang
menekankan pentingnya akses informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan
menekan penyalahgunaan anggaran.

Tingkat korupsi pemerintah daerah dalam penelitian ini dianalisis
melalui tiga indikator utama: opini audit, temuan audit, dan transparansi,
dengan membandingkan hubungan ketiganya terhadap tingkat korupsi yang
terjadi. Penelitian mengenai opini audit menghasilkan temuan yang beragam.
Warkini dan Rangga (2020) serta Budiman dan Amyar (2021) menyatakan
bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di
pemerintahan daerah. Sebaliknya, Angela, Nindito, dan Khairunnisa (2023)
serta Nurfaidah dan Novita (2022) menemukan adanya pengaruh opini audit
terhadap tingkat korupsi. Perbedaan pandangan juga ditunjukkan oleh Anggreni
dan Pratama (2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh, sedangkan Kuntadi,
Suryadi, dan Anggriawan (2023) menyatakan ada pengaruh.

Temuan audit pun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Firdaus
Amyar dan Budiman (2021) menemukan bahwa temuan audit atas kerugian
negara berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi di kementerian dan
lembaga. Namun, Angela dkk. (2023) menyatakan bahwa temuan audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Sebaliknya,
Christine Chintya (2022) dan Safira dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa
semakin banyak temuan audit, semakin tinggi potensi terjadinya korupsi. Di sisi
lain, Wiwin Aminah (2020) menyatakan bahwa temuan audit tidak signifikan
dalam menjelaskan korupsi di Jawa Barat, mengindikasikan bahwa faktor lain

mungkin lebih dominan.



Selain itu, penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap tingkat
korupsi di pemerintahan daerah juga menunjukkan hasil yang bervariasi.
Christine Chintya dkk. (2022) menemukan bahwa transparansi memainkan
peran penting dalam menurunkan tingkat korupsi melalui keterbukaan
informasi keuangan publik yang mengurangi peluang penyelewengan. Temuan
serupa dikemukakan oleh Iskandar Sam dkk. (2024), yang menyatakan bahwa
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah secara signifikan
menekan tingkat korupsi.

Namun, beberapa penelitian menyampaikan pandangan berbeda.
Lailatul Khikmah dan Agus Purwanto (2023) menyatakan bahwa transparansi
tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap korupsi, karena praktik korupsi
tetap dapat terjadi meskipun informasi terbuka, disebabkan oleh faktor lain.
Aida Mokhtare dkk. (2021) menekankan bahwa transparansi tidak efektif tanpa
sistem pengawasan yang kuat. Sementara itu, Warkini dan Rangga (2021)
menyoroti bahwa meskipun transparansi laporan keuangan telah diterapkan,
kasus korupsi di pemerintah daerah tetap terjadi, menunjukkan bahwa
transparansi saja tidak cukup untuk mencegah korupsi.

Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya mengenai
pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah. Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh, sementara
yang lain tidak menemukan hubungan signifikan. Ketidakkonsistenan ini
menunjukkan adanya research gap yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk
memahami secara mendalam hubungan antar variabel tersebut.

Untuk mengisi kekosongan dalam literatur, penelitian ini akan
difokuskan pada 542 pemerintah daerah di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap
tingkat korupsi, dengan menggunakan data terbaru serta cakupan wilayah yang
lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketiga
variabel tersebut dan tingkat korupsi di pemerintahan daerah Indonesia. Adapun



judul penelitian ini adalah “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan
Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.”

3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan
audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi opini audit,
temuan audit, dan transparansi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
tingkat korupsi pemerintah daerah.

Batasan penelitian ini hanya mencakup pemerintah daerah di Indonesia
dengan data yang diambil pada tahun 2022. Fokus penelitian dibatasi pada
pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap korupsi di tingkat pemerintah
daerah, sehingga tidak mencakup pemerintah pusat atau lembaga non-

pemerintah lainnya.

4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan
masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia?
b. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia?
c. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia?
B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah
sebagai berikut.
a. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia.
b. Menganalisis pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah

daerah di Indonesia.



c. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,
yaitu:

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas
untuk mengurangi tingkat korupsi di daerah.

b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar
dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah korupsi,
terutama terkait dengan peningkatan transparansi dan audit di lingkungan
pemerintah daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan tentang pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi
terhadap tingkat korupsi, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut

di bidang ini.
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